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ABSTRAK 
 
Hasrul Fitriyadi (B111 10 358) “Pola Pembinaan Lembaga 
Pemasyarakatan Dalam Upaya Mencegah Narapidana Melarikan Diri 
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar)”. 
Dibimbing oleh Prof.Dr. Andi Sofyan, SH,MH selaku pembimbing I, 
dan Dr. Amir Ilyas.SH.MH selaku pembimbing II.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan 
Lapas Kelas I Makassar dalam mencegah narapidana melarikan diri  dan 
mengetahui kendala-kendala apa sajakah yang menjadi penghambat 
dalam upaya pencegahan narapidana melarikan diri di Lapas Kelas I 
Makassar.  
 
Penelitian dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan yaitu di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dengan metode penelitian 
menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan 
dan penelitian kepustakaan.  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan 
narapidana melarikan diri di Lapas Kelas I Makassar sudah dilakukan 
sebaik mungkin oleh pihak-pihak terkait dalam Lapas, sesuai yang 
ditentukan dalam UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bentuk 
upaya yang dilakukan meliputi upaya preventif dan upaya represif, yang 
dimaksud dalam upaya preventif yaitu upaya  pencegahan sebelum terjadi 
melarikan diri, diantaranya pembinaan kegiatan kerja, seperti pelatihan 
keterampilan mebuat hiasan dan keterampilan kerja  reintegrasi sosial 
seperti pendekatan pribadi yang dilakukan oleh petugas lapas dengan 
narapidana pegawai yang dimaksud yaitu dokter dan psikolog, dan 
keamanan di perketat. Upaya represif yaitu penanggulangannya jika hal 
ini terjadi, seperti pemberian sanksi tegas sesuai aturan pasal 47 UU No 
12 Tahun 1995. Kendala yang dihadapi dan menjadi faktor penghambat 
dalam upaya pencegahan narapidana melarikan diri di Lapas Kelas I 
Makassar yaitu, over capacity atau kelebihan kapasitas Lapas, kondisi 
bangunan yang tergolong kecil dan letaknya yang di tengah kota,  jumlah 
tenaga pembina dan petugas yang masih kurang, dan tidak adanya 
pemberian sanksi berupa penambahan masa tahanan terhadap 
narapidana yang melarikan diri. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A.  Latar Belakang 
Masalah pidana dianggap merupakan suatu bidang yang tidak 
banyak diketahui, sehingga pembahasan tentang ilmu hukum pidana yang 
menyoroti pidana pada umumnya dan pidana pada khususnya kurang 
mendapat perhatian. Selama ini yang banyak dipersoalkan dalam ilmu 
hukum pidana terletak di bidang asas-asas hukum pidana yang 
menyangkut perbuatan pidana dan pertanggungan jawab pidana, yang 
pada dasarnya terletak di luar bidang pidana dan sistem pemidanaan 
Hukum di Indonesia sendiri terus mengalami perubahan guna 
perbaikan-perbaikan di segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya 
tujuan nasional sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 
NKRI 1945) terdapat beberapa cita-cita bangsa antara lain mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. tidak 
terkecuali di dalam sistem kepenjaraan di Indonesia. Sistem kepenjaraan 
telah mengalami perubahan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem 
pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.1 Sistem 
kepenjaraan hanyalah mengutamakan pengenaan nestapa sehingga hak 
asasi narapidana tidak diindahkan. 
                                                          
1 Hariyanto Dwiatmojo,”Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana 
Narkotika” Jurnal Perspektif Volume XVIII no.2 tahun 2013 edisi Mei.Hlm 64. 
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Menurut Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa “Lembaga 
Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk 
melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.2 
Dari pengertian lembaga pemasyarakatan tersebut dapat kita pahami 
bahwa Indonesia sebagai Negara hukum dalam penerapan hukuman bagi 
narapidana, sudah tidak lagi memakai sistem penjara melainkan sistem 
pemasyarakatan.  
Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas 
dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" 
secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana 
yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar 
Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk 
melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang 
bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.3 
Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan 
penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat 
dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. 
Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan 
warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan 
untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak 
pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan 
                                                          
2 Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (3). 
3 Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan . 
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dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam 
Pancasila. 
Sistem pemidanaan seharusnya berlandaskan pada filsafat 
pemidanaan yang sesuai dengan falsafah masyarakat dan bangsanya. 
Bagi  masyarakat dan bangsa Indonesia yang berdasarkan Falsafah 
Pancasila sudah seharusnya sistem pemidanaan juga berlandaskan nilai-
nilai Pancasila.4 
Meskipun demikian, penerapan sistem pemidanaan tersebut 
tidaklah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini ditunjukkan dengan 
terjadinya berbagai masalah dalam pelaksanaan sanksi pemidanaan 
tersebut pada lembaga pemasyarakatan. Salah satunya, yakni kasus 
pelarian narapidana dari Lapas. Kasus pelarian tahanan dan narapidana 
merupakan permasalahan dalam proses pemasyarakatan. Peristiwa 
pelarian terjadi karena berbagai alasan, seperti yang terungkap dalam 
beberapa pemberitahuan media, yakni misalnya pelarian di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh. Peristiwa tersebut dilakukan oleh 
tujuh narapidana dengan membobol dinding penjara dan menggunakan 6 
sarung yang disambung untuk melewati tembok Lapas. Ketujuh 
narapidana tersebut adalah Hanafiah (47), Saiful Amri (41), Saiful (35), 
                                                          
4Sigit suseno, 2012 Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam Dan Di luar 
KUHP. Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
Hlm. 1. 
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Bachtiar (34), Syahrol Nizar (26), dan Musriadi (33) terpidana kasus 
narkoba dan Heri Martalinus (26) terpidana kasus pembunuhan.5 
Dari contoh diatas, pelarian narapidana dari dalam Lapas 
merupakan suatu tindakan yang melawan hukum. Hal ini bertentangan 
dengan tujuan dari pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan dan 
perbaikan sikap menjadi manusia seutuhnya. 
Dari segi peran, hukum merupakan suatu sarana yang diharapkan 
mampu mempercepat dan memperlancar pembangunan. Pola dasar 
pelaksanaan hukum di Indonesia adalah Wawasan Nusantara yang berarti 
bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan suatu kesatuan hukum. 
Dan landasan pembinaan hukum didasarkan atas sumber hukum Negara 
yaitu cita-cita yang terkandung dalam hidup yang meliputi susunan 
kejiwaan serta watak bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Pancasila 
dan UUD 1945.  
Permasalahan pelarian narapidana juga  terjadi dalam lingkup 
wilayah hukum Sulawesi  Selatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 
sistem keamanan dari Lembaga Pemasyarakatan harus lebih 
diperhatikan, agar nantinya tidak ada lagi kasus pelarian narapidana dan 
juga penerapan sanksi pemidanaan yang bertujuan untuk melakukan 
pembinaan dan bimbingan pada narapidana benar-benar dapat berjalan 
dengan efektif.  
                                                          
5 http://www.tempo.co/read/news/2015/02/17/058643266/Napi-Kabur-Ulur-Tali-Sumur di akses 
pada tanggal 25 Februari 2015. 
5 
Berdasarkan data, fakta dan mengingat pentingnya permasalahan 
tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam 
sebuah karya hukum ilmiah yang berjudul, Pola Pembinaan Lembaga 
Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Narapidana Melarikan 
Diri. 
B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka 
dirumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Upaya apa yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan KLAS I 
Makassar dalam mencegah narapidana melarikan diri ? 
2. Kendala apa saja yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan KLAS I 
Makassar dalam mencegah narapidana melarikan diri ? 
 
C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penilitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penilitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui  upaya-upaya apa yang dilakukan Lembaga 
Pemasyarkatan dalam mencegah narapidana melarikan diri. 
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh 
Lembaga Pemasyarkatan dalam mencegah narapidana 
melarikan diri. 
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2. Manfaat Penilitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah  
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain: 
1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan  
konstribusi pemikiran atau informasi awal bagi peneliti 
selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
Lembaga Pemasyarakatan KLAS I Makassar dalam upaya 
mencegah narapidana melarikan diri. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A.  Sistem Pemidanaan di Indonesia 
Pedoman pemidanaan (straftoemeting-leiddraad),  tidak dapat 
dilepas-kan dengan aliran-aliran hukum pidana yang dianut di suatu 
negara. Sebab bagaimana pun juga rumusan pedoman pemidanaan baik 
yang dirumuskan secara tegas maupun tidak, selalu dipengaruhi oleh 
aliran-aliran hukum pidana yang dianut. 
Di dalam dunia hukum pidana terdapat tiga aliran, yaitu: 
a. Aliran Klasik; 
b. Aliran Modern; 
c. Aliran Neoklasik. 
Aliran-aliran ini berusaha untuk memperoleh sistem hukum pidana 
yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan presepsi 
manuisa tentang hak-hak asasi manusia. 
a. Aliran Klasik, aliran ini menitikberatkan kepada perbuatan dan tidak 
kepada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang 
demikian ialah hukum pidana perbuatan (daadstrafrecht). 
Aliran Klasik ini berpijak pada tiga tiang: 
8 
1. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa 
undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan 
tiada penuntutan tanpa undang-undang. 
2. Asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana 
untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau 
karena kealpaan. 
3. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa 
pidana secara kongkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk 
mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal 
dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.6 
b. Aliran Modern atau aliran positif, aliran ini tumbuh pada abad ke-19. 
Pusat perhatian aliran ini adalah si pembuat. Aliran ini disebut aliran 
positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode 
ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan 
mempengaruhi penjahat secara postif sejauh ia masih dapat diperbaiki. 
Sehingga aliran ini berorientasi kepada pembuat atau daderstrafrecht. 
Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara 
abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang 
melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam 
kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak 
pribadinya, faktor-faktor biologis atau lingkungan kemasyarakatan. Jadi 
                                                          
6 Dwidja Priyatno,Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia.Refika Aditama.2009.Hlm 31-
33. 
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aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme untuk 
menggantikan “doktrin kebebasan kehendak”.7 
Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut: 
1. Menolak definisi hukum dari kejahatan (rejected legal definition 
of crime). 
2. Pidana harus sesuai dengan tindak pidana (let the punishment 
fit the criminal). 
3. Doktrin determinisme (Doctrine of determinisme). 
4. Penghapusan pidana mati (abolition of the death penalty). 
5. Riset empiris (Empirical Research: Use of the inductive 
method). 
6. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti 
(indeterminatesentence). 
c. Aliran Neoklasik, aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan 
adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Para penganut 
aliran ini kebanyakan sarjana Inggris menyatakan bahwa konsep 
keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realistis, dan bahkan tidak 
adil. Aliran ini berorientasi kepada perbuatan dan orang atau hukum 
pidana yang berorientasi kepada daad-daderstrafrecht.8 
Adapun cirri-ciri aliran ini adalah; 
                                                          
7Ibid.Hlm. 34. 
8Ibid.Hlm. 35. 
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1. Modifikasi dari doktrin kebebasan kehendak yang dapat 
dipengaruhi oleh patologi, ketakmampuan, penyakit jiwa, dan 
keadaan-keadaan lain. 
2. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan. 
3. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban untuk mengadakan 
peringanan pemidanaan, dengan kemungkinan adanya per-
tanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu 
seperti penyakit jiwa, usia dan keadaan-keadaan lain yang 
dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang 
pada saat terjadinya kejahatan. 
4. Masuknya kesaksian ahli di dalam acara peradilan guna 
menentukan derajat pertanggungjawaban. 
Tentang pedoman pemidanaan secara tegas rumusannya tidak 
kita jumpai di dalam KUHP kita, tetapi hanya dapat kita simpulkan dari 
beberapa rumusan KUHP kita sendiri. Berdasarkan praktek peradilan 
pidana di Indonesia untuk dapat terselenggarananya Sistem Peradilan 
Pidana (Criminal Justice system) yang baik, maka perlu dibuat suatu 
pedoman pemidanaan yang lengkap dan jelas.Pedoman ini sangat 
berguna bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara dan mempunyai 
dasar pertimbangan yang cukup rasional. Maka sehubungan dengan hal 
tersebut di atas dalam Konsep Rancangan KUHP 2004 dalam Pasal 52, 
terdapat pedoman pemidanaan yang bunyinya sebagai berikut: 
Dalam Pemidanaan wajib mempertimbangkan: 
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a. Kesalahan pembuat tindak pidana; 
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; 
c. Sikap batin pembuat tindak pidana; 
d. Apakah tindak pidana dilakukan secara berencana; 
e. Cara melakukan tindak pidana; 
f. Sikap dan tidakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 
g. Riwayat hidup dan keadaan social-ekonomi pembuat tindak pidana; 
h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; 
i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; 
j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau 
k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.9 
Lebih lanjut merujuk sistem pemidanaan di Indonesia tidak lepas 
dari tujuan pemidanaan, Muladi cenderung mengadakan kombinasi tujuan 
pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan 
Sosiologis, Ideologis dan Juridis Filosofis tersebut. Di landasi oleh asumsi 
dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap 
keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat 
yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat. Dengan 
demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan 
individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri 
dari seperangkat tujuan pemidanaan yang haarus dipenuhi, dengan 
                                                          
9Ibid.Hlm. 38-39. 
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catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya 
kasuistis. 
Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksudkan di atas adalah: 
(1) pencegahan (umum dan khusus), (2) perlindungan masyarakat, (3) 
memeli-hara solidaritas masyarakat, (4) pengimbalan/pengimbangan. 
Tim perancangan Konsep Rancangan KUHP 2004 telah sepakat 
bahwa tujuan pemidanaan adalah:10 
1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma 
hukum demi pengayoman masyarakat. 
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 
sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. 
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam 
masyarakat. 
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (Pasal 51 Konsep 
RKUHP 2004). 
Untuk itu sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah 
sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang 
ditetapkan pada UU No. 1 tahun 1964 jo. UU No. 73 tahun 1958, beserta 
perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1 
tahun 1960 tentang perubahan KUHP (selanjutnya disebut UU Prp), UU 
No. 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU no. 
                                                          
10Ibid.Hlm. 28-29. 
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18 prp tentang perubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP. 
Meskipun Wetboek van Strarecht peninggalan zaman penjajahan Belanda 
sudah tidak dipakai lagi di negara kita, tapi sistem pemidanaannya masih 
tetap digunakan sampai sekarang, meskipun dalam praktek 
pelaksanaannya sudah sedikit berbeda. Dalam masalah pemidanaan 
dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman 
W.V.S Belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP:  
1. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam 
tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai 
terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka 
bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik 
tembok penjara. 
2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk 
kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.  
Dalam KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam 
saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok 
diancam secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. 
Untuk pidana pokok masih dapat satu atau lebih pidana tambahan seperti 
termasuk dalam Pasal 10b, dikatakan dapat berarti penambahan pidana 
tersebut adalah fakultatif. Jadi pada dasarnya dalam sistem KUHP ini tidak 
diperbolehkan dijatuhi pidana tambahan pidana pokok, kecuali dalam 
Pasal 39 ayat (3)(perampasan atas barang sitaan dari orang yang 
bersalah) dan Pasal 40 (pengembalian anak yang belum dewasa tersebut 
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pada orangtuanya). Mengenai maksimum pidana penjara dalam KHUP 
adalah lima tahun dan hanya boleh dilampaui hingga menjadi dua puluh 
tahun, yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati,pidana 
seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu. Atau antara 
pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu 
sebagaimana 39 diatur dalam Pasal 12 ayat (3) sedangkan minimum 
pidana penjara selama waktu tertentu adalah satu hari dan paling lama 
lima belas hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP. 
Sedangkan mengenai maksimum pidana kurungan adalah satu 
tahun dan hanya boleh dilewati menjadi satu tahun empat bulan, dalam 
hal ada pemberatan pidana karena pengulangan, perbarengan, atau 
karena ketentuan Pasal 52-52a.Adapun minimum pidana kurungan adalah 
satu hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 KUHP. 
 
B.  Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan 
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 
Penjara dulu sebutan tempat bagi orang yang menjalani hukuman 
setelah melakukan kejahatan. Istilah “penjara” sekarang sudah tidak 
dipakai menjadi sebutan “Lembaga Pemasyarakatan” karena sejarah 
pelaksanaan pidana penjara telah mengalami perubahan dari sistem 
kepenjaraan yang berlaku sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda 
sampai munculnya gagasan hukum pengayoman yang menghasilkan 
perlakuan narapidana dengan sistem pemasyarakatan. 
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Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan/rutan yang 
mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui 
proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan 
adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan 
tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan 
hukum.Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada 
pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya 
perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani 
pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan 
hukum yang memadai.11 
Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (3) UU 
Pemasyarakatan yaitu: 
Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS 
adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan.12 Lapas juga harus memperhatikan hak-hak narapidana 
dan di sisi lain petugas harus dapat melaksanakan ketertiban dan 
penegakan hukum dan menerapkan sistem pemasyarakatan dengan baik 
dan benar sesuai dengan undang-undang yang mengatur. 
Sistem pemasyarakatan yang dimaksud dalam Undang-undang 
No.12 Tahun 1995 yaitu, rangkaian penegakan hukum yang bertujuan 
agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, 
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 
                                                          
11Ibid. Hlm. 79. 
12 UU No 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
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diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 
pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik 
dan bertanggung jawab.13 
Penyelengaaraan pelaksanaan pidana penjara yang diterapkan 
dengan sistem pemesayarakatan akan mewujudkan suatu kegiatan yang 
bertitik pusat pada proses yang melibatkan unsur-unsur narapidana, 
petugas yang berwenang, masyarakat, dan hukum.14 
Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan juga 
menjadi sarana pembaharuan pidana penjara dengan arah perubahan 
pada upaya baru dalam pelaksanaan pidana dan perlakuan baru terhadap 
narapidana.15  
Dalam Sistem baru pembinaan narapidana bangunan Lembaga 
Pemasyarakatan mendapat prioritas khusus. Sebab bentuk bangunan 
yang sekarang ada masih menunjukkan sifat-sifat asli penjara, 
sekalipun image yang menyeramkan dicoba untuk dinetralisir. 
Konsepsi sistem pemasyarakatan sebagai suatu perubahan 
upaya baru pelaksanaan pidana penjara telah mencapai tingkat 
pertumbuhan strategis dan tidaktis pidana. Dalam praktek dipergunakan 
berabagai upaya berupa pelepasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti 
                                                          
13 Ibid 
14 Purnomo, Bambang, Pelaksanaan Pidana Pejara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, 
Yogyakarta:1986, hal 13 
15 Ibid hal 21 
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pembinaan, proyek latihan kerja, lembaga terbuka, dan upaya-upaya 
lainnya yang akan berkembang menurut kebutuhan.16 
Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi lembaga 
pemasyarakatan berubah dan diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu : 
a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I. 
b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A. 
c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B.17 
Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan 
dan kegiatan kerja. Lembaga pemasyarakatan menurut Kementrian 
Hukum dan HAM RI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan 
yang menampung, merawat, dan membina narapidana. 
Pendekatan keamanan dalam sistem pemasyarakatan telah 
melahirkan pandangan bahwa narapidana yang mendapatkan pidana 
panjang perlu mendapatkan pengawasan keamanan secara maksimal, 
dan diterapkan dalam perlakuan terhadap narapidana dengan 
mengklafikasikan mereka menurut lamanya pidana yaitu klasifikasi B-I, B-
II-a, B-II-b an B-III. 18 
Dengan pengklafikasian narapidana tersebut tingkat kemanan 
LAPAS dalam pengawasan narapidana pun juga dibedakan menjadi 
empat klasifikasi, yaitu maximum security, medium security, minimum 
seurity, dan tahap integrasi. Maximal security diberikan kepada 
narapidana dalam klasifikasi B-I, residivis, narapidana kasus subversi, 
                                                          
16 Ibid hal 21-22 
17 Pasal 4 ayat (1) Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.01.-PR.07.03 Tahun 1985  
18 Harsono, C.I. Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan,1995, hal 14 
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pembunuhan berencana, perampokan, pencurian dengan kekerasan, 
beberapa narapidana yang berbahaya atau membahayakan Lembaga 
Pemasyarakatan.19 
Medium security diberikan kepada narapidana yang lebih ringan 
pidananya atau yang masuk dalam kategori pidana berat, tetapi telah 
mendapatkan pembinaan dan menunjukan sikap dan tingkah laku yang 
baik selama dalam LAPAS.20 Mereka yang masuk dalam minimum 
securiti, adalah narapidana yang mendaat pembinaan secara khusus dan 
telah dinyatakan laik untuk mendapatkan pengawasan ringan. Sedang 
tahap integrasi pada tahap ini apaila sudah menjalani masa 
pemidanaannya dan paling sediki 9 bulan seseorang narapidana dapat 
diusulkan/diberikan lepas bersyarat. Pada tahap integrasi ini narapidana 
sudah sepenuhnya berada ditengah-tengah masyarakat/keluarganya, 
hanya nanti apabila sudah habis masa lepas bersyaratnya (pidana yang di 
jalani selama menjalani lepas bersyarat) ia kembali ke lembaga 
pemasyarakatan terdekat untuk mengururs/ menyelesaikan surat bebas/ 
surat lepasnya. Dengan mendapat surat lepas dari Lapas ini maa 
habis/hilanglah statusnya seabagai narapidana.21 Untuk menentukan 
narapidana berkelakuan baik atau tidak, ini dientukan oleh hasil sidang 
suatu dewan yang disebut Dewan Pemnina Pemasyarakatan (DPP). 
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Tahap-tahap diatas hanya diberikan apabila narapidana benar-
benar mengikuti aturan-aturan yang berada di dalam lembaga 
pemasyarakatan serta mengikuti pembinaan yang diberikan oleh petugas-
petuga pemasyarakatan dengan tekun hingga berkelakuan baik tidak 
pernah mendapat hukuman disiplin. Tetapi apabila ia berkelakuan tidak 
baik maka ia tidak akan dapat naik pada tahap berikutnya, misalnya ia 
sudah berkelakuan baik dan naik pada tahap terakhir, tetapi ia membuat 
huru-hara, mengadakan pemberontakan didalam Lapas, atau melarikan 
diri kemudia tertangkap lagi, maka ia kembali ketahap pertama (tahap 
maximum security).22 
2. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 
Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan 
eksistensi dari Pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai salah satu 
penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses 
penegakan hukum. 
Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum 
telah diatur secara tegas di dalam UU No. 12/1995. Dalam Pasal 1 butir 1 
sebagai berikut:  
“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan 
Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, 
kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir 
dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”  
 
                                                          
22 Suwarto., “Pelaksanaan Pidana Pemnjara Dengan Sistem Pemasyarakatan”, Jural Hukum Pro 
Justisia Volume 25 No.2, April 2007, hal. 169. 
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Istilah Pemasyarakatan ini mengandung tujuan tertentu yaitu 
didikan,asuhan dan bimbingan terhadap narapidana yang ketika setelah 
masa pidana dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat 
yang berguna.  
Sementara dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum UU No. 
12/1995 yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah :  
“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan 
Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang 
dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan 
masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan 
Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, 
dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam 
pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang 
baik dan bertanggungjawab.” 
 
Dalam sistem Pemasyarakatan seseorang yang bersalah itu 
bukanlah untuk disiksa, melainkan untuk diluruskan dan diperbaiki kembali 
ke jalan yang benar sesuai moral Pancasila. Para warga binaan harus 
dididik, diasuh, dibimbing dan diarahkan pada tujuan yang bermanfaat 
baik untuk diri sendiri dan keluarganya maupun bagi masyarakat setelah 
pada waktunya dapat kembali ke masyarakat. 
Dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan bahwa : Petugas 
pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang 
melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan 
pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.  
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Munculnya istilah Pemasyarakatan berawal dari gagasan 
almarhum Sahardjo, yang ketika beliau menjabat sebagai Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa 
Pemasyarakatan yang sebelumnya disebut sebagai Rumah Penjara” 
menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”. Dengan demikian maksud dan 
tujuan dari munculnya istilah pemasyarakatan mengandung arti bahwa 
adanya itikad baik yang tidak hanya terfokus pada proses menghukum 
untuk memberikan efek jera, namun juga lebih berorientasi pada 
pembinaan agar kondisi narapidana yang bersangkutan nantinya akan 
lebih baik. 
Ide pemasyarakatan bagi terpidana dikemukakan oleh Sahardjo 
yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan 
sebagai berikut :  
a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai 
manusia.  
b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang 
diluar masyarakat.  
c. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan 
bergerak. 23 
Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas : 
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a. Pengayoman;  
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;  
c. Pendidikan;  
d. Pembimbingan;  
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;  
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; 
dan  
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan 
orang-orang tertentu.  
Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem 
pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata 
peradilan terpadu (integrated criminal justice system). Pemasyarakatan 
baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas 
pemasyarakatan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu 
rangkaian proses penegakan hukum.24 
Tujuan didirikannya Lembaga Pemasyarakatan adalah dalam 
rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia 
seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi 
tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 
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masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup 
secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.25 
Sedangkan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah 
menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi 
secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali 
sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.26 
Dengan kata lain Lembaga Pemasyarakatan diharapkan sebagai 
wadah bagi  warga binaan untuk menjalani masa pidananya serta 
memperoleh berbagai pembinaan dan keterampilan. Berbagai kegiatan 
yang dilakukan dan diberikan oleh petugas Lapas hendaknya 
mempercepat proses resosialisasi warga binaan. 
 
C.  Tinjauan Umum Tentang Narapidana 
1. Pengertian Narapidana 
Proses pemidanaan menjadi penentu seseorang dapat dinyatakan 
sebagai narapidana atau tahanan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 1 butir 31, Terpidana adalah 
seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap.27  
Narapidana sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 
Pertama, memberikan artian adalah sebagai orang hukuman (orang yang 
                                                          
25 Pasal 2 Undang-Undang No.12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. 
26 Ibid 
27 Pasal 1 butir 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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menjalani hukuman karena tindak pidana).28 Narapidana adalah terpidana 
yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya di LAPAS,29 
merupakan masyarakat kecil yang mempunyai kedudukan lemah dan 
tidak mampu dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya yang 
memiliki kebebasan, karena narapidana akan terhempas 
kemerdekaannya untuk selama waktu tertentu dan mempunyai ruang 
gerak yang terbatas.  
Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat 
perhatian, baik masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu ia 
memerlukan perhatian yang cukup dari petugas LAPAS/Rutan, untuk 
dapat memulihkan rasa peraya diri. 
Perhatian dalam pembinaan, akan membawa banyak perubahan 
dalam diri narapidana, sehingga akan berpengaruh dalam merealisasi 
perubahan diri sendiri. 
Dalam menjalankan sistem keamanan Lembaga Pemasyarakatan 
penempatan  narapidana diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu B-I, B-II-
a, B-II-b, dan B-III seperti yang sudah disebutkan. Klasifikasi B-I adalah 
narapidana yang dijatuhi pidana diatas setahun, kalsifikasi B-II-a adalah 
narapidana yang dijatuhi pidana antara empat sampai dubelas bulan, B-II-
b adalah narapidana yang diatuhi pidana antara satu sampai tiga bulan, 
                                                          
28 Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Pertama, Balai Pustaka, 
(Jakarta:Balai Pustaka, 1988, hlm.608. 
29 Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, ayat (7). 
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sedang B-III adalah narapidana yang dijatuhi pidana kurungan pengganti 
pidana denda, yang lama pidananya maksimal satu bulan.30  
2. Hak-Hak dan Kewajiban Narapidana 
Hak adalah segala sasuatu yang harus didapakan oleh setiap 
orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Dalam Kamus 
Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang 
benar, milik, kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan untuk berbuat 
sesuatu. 
Hak seorang manusia merupakan fitrah yang ada sejak mereka 
lahir. Ketika lahir, mausia secara hakiki telah mempunyai hak dan 
kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, 
tergantung pada misalnya, jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. 
Hak merupakan kekuasan seseorang untuk melakukan sesuatu 
yang telah ditentukan oleh undang-undang. Misalnya hak mendapatkan 
penidikan dasar dan hak mendapatkan rasa aman. 
Narapidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga 
Pemasyarakatan seringkali dianggap tidak mempunyai hak apapun. 
Narapidana seringkali diperlakukan secara tidak manusiawi karena 
mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan 
sehingga perbuatan mereka harus dibalas di dalam Lapas. 
                                                          
30 C.I Harsono Hs, Drs, Bc.IP., “Konsepsi Pemasyarakatan Masihkah Perlu Dipertahankan?”, 
Kompas, 4 Maret 1988, hal. IV. 
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Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 UU No. 12/1995, yang 
selanjutnya disebutkan  dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana yang 
menyebutkan narapidana berhak untuk : 
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan, 
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,  
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, 
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, 
e. Menyampaikan keluhan, 
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak dilarang, 
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, 
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang 
tertentu lainnya, 
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), 
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
keluarga, 
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat, 
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan 
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.31  
                                                          
31 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 
Narapidana 
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Pengaturan hak asasi narapidana ini juga harus mengacu pada 
hak asasi manusia secara internasional, karena setiap negara diwajibkan 
untuk menghormati hukum hak asasi manusia tanpa terkecuali. Dengan 
penetapan hukum internasional, maka jaminan kolektif untuk perlindungan 
dan pemenuhan HAM, secara otomatis juga terus dikembangkan. 
Yurisprudensi internasional juga mendorong sekaligus juga memberi 
batasan yurisprudensi nasional agar tidak menyimpang jauh dari prinsip 
hukum umum yang berlaku. 
Adapun kewajiban yang harus dilasanakan oleh wara binaan yaitu 
bahwa setiap narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan 
bimbingan agama sesuai dengan agama dana kepercayaannya. 
Kewajiban warga binaan ditetapkan pada Undang-undang tentang 
Pemasyarakatan Pasal 15 yaitu: 
1. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan 
kegiatan tertentu 
2. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
 
D. Teori-Teori Teantang Pencegahan Kejahatan 
Para peneliti pencegahan kejahatan secara tradisional telah 
berusaha mendefinisikan strategi-strategi yang akan mencegah individu 
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terlibat di dalam kejahatan atau merehabilitasi mereka sehingga mereka 
tidak lagi melakukan tindakan kejahatan. 32 
Pada tahun terakhir ini, upaya-upaya pencegahan kejahatan 
seringkali terfokus kepada menghilangkan tingginya tingkat pelanggar 
atau pelanggar yang berbahaya sehingga mereka tidak bebas untuk 
memangsa warga negara yang taat pada hukum.33 
Tapi pada keduanya mempunyai asumsi dasar yang sama 
mengenai riset dan kebijakan pencegahan kejahatan bahwa upaya-upaya 
untuk memahami dan mengendalikan kejahatan harus dimulai dengan 
pelanggar. pada semua pendekatan, fokus dari pencegahan kejahatan 
adalah pada orang dan keterlibatan mereka didalam kejahatan. 
Meskipun asumsi ini terus mendominasi riset pencegahan 
kejahatan dan kebijakan, sekarang asumsi ini ditantang oleh suatu 
pendekatan yang sangat berbeda yang berusaha menggeser fokus 
upaya-upaya pencegahan kejahatan. 
 Adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya 
kejahatan, yaitu: 
1) Teori lingkungan. 
                                                          
32 Hagan, Frank E. Pengantar Kriminologi Edisi Ketuuh. Jakarta, Kencana, 2013 hal 340 
33 M. Kemal Dermawan,   Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 1 No. III Juni 2001 : 34  
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Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori sebab-sebab 
terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia 
lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”.34 
Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan 
mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang 
mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi tersebut adalah : 
1. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan 
kejahatan; 
2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan; 
3. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan; 
Jadi, selain dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), 
fakto eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam 
menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh 
W.A. Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam 
menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat 
atau baik.” 
2) Teori Kontrol Sosial 
Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang 
mengatakan bahwa : 
                                                          
34 Soejono, D..Doktrin-doktrinkrimonologi, Alumni, Bandung, 1973, Hal. 42.  
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Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol 
internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut 
dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang 
dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial 
kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang 
untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan 
cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan 
Kontrol Sosial (eksternal kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau 
lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau 
peraturan menjadi efektif. 
Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol 
menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena 
pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang 
disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu 
juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai 
kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat dari tidak 
disiplinnya suatu kontrol tersebut.35 
3) Teori Spiritualisme 
Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dair 
sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan 
adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh 
hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar 
                                                          
35 Soejono, D., PenanggulanganKejahatan (Crime Prevention), Alumni, Bandung, 1976, Hal. 42. 
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kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, 
semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin tidakut orang 
tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.36 
4) Teori Multi Faktor 
Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam 
memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai 
berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau 
dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”. 
Jadi, menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak 
ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu. 
Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan 
usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta 
memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan 
hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah 
usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki 
pelaku yang telah melakukan kejahatan.37 
Menurut Soedjono D mengatakan bahwa dapat dilakukan usaha-
usaha sebagai berikut : 
“Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi tindakan preventif 
dan represif. Bertolak pada pemikiran bahwa usaha penanggulangan 
kejahatan remaja merupakan langkah utama bagi penanggulangan 
kejahatan secara umum”. 
                                                          
36 Ibid hal 43 
37 M. Kemal Dermawan,   Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 1 No. III Juni 2001. Hal :37 
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a. Penanggulangan yang terarah harus meliputi tindakan preventif 
dan rehabilitas sosial. 
b. Usaha penanggulangan kejahatan yagn sebaik-baiknya harus 
meliputi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 
1. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik; 
2. Peradilan yang objektif; 
3. Hukum dan perundang-undangan yang wibawa; 
4. Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang 
serasi; 
5. Pembinaan organisasi kemasyarakatan; 
6. Partisipasi masyarakat; 
Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnyanya 
kejahatan. 
Penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan 
banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk 
undang-undang, kejaksaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta 
orang biasa.38 
Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono D. yang merumuskan 
sebagai berikut : 
Kejahatan sebagai perbuatan yang sangat merugikan masyarakat 
dilakukan oleh anggota masyarakat itu juga, maka masyarakat juga 
dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertibannya, masyarakat 
secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang 
menanggulangi kejahatan. 
                                                          
38 Muladi, LembagaPidanaBersyarat, Alumni, Bandung, 1985, Hal. 66 
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Berdasarkan uraian di atas maka usaha-usaha untuk 
menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan, maka kepada 
masyarakat juga di bebankan untuk turut serta bersama-sama aparat 
penegak hukum guna menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin. 
Teori Penanggulangan Kejahatan 
Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua 
cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan 
tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini 
diuraikan pula masing-masing usaha tersebut : 
1. Tindakan Preventif 
Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk 
mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. 
Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk 
melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik 
daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja 
diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat 
hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan. 
Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan 
yang terpenting adalah : 
1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan 
prevensi dalam arti sempit; 
2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi : 
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a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat 
memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari 
nafsu berbuat jahat. 
b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan 
kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai 
penyebab timbulnya kejahatan, Misalnya memperbaiki ekonmi 
(pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-
lain); 
3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap 
kejahatan dengan berusaha menciptakan; 
a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik, 
b. Sistem peradilan yang objektif 
c. Hukum (perundang-undangan) yang baik. 
4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang 
teratur; 
5) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam 
usahah prevensi kejahatan pada umumnya.39 
2. Tindakan Represif 
Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh 
aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. 
                                                          
39 Bonger, PengantarTentangKriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 
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Tindakan respresif lebih dititikberatkan terhadap orang yang 
melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum 
(pidana) yang setimpal atas perbuatannya. 
Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai 
pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara 
aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, 
penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya 
sampai pembinaan narapidana.40 
Penangulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga 
dengan tekhnik rehabilitas, menurut Cressey terdapat dua konsepsi 
mengenai cara atau tekhnik rehabilitasi, yaitu : 
1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum 
penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman 
bersyarat dan hukuman kurungan. 
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah 
menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan 
pekerjaan bagi terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan 
kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan 
masyarakat. 
Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, 
yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan 
memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha 
                                                          
40 Soejono, D..Doktrin-doktrinkrimonologi, Alumni, Bandung, 1973, Hal. 32 
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pula melakukan perbuatan denganjalan memperbaiki si pelaku yang 
berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat 
untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan 
kejahatan yang pernah dilakukan. 
Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik. 
2) Peradilan yang efektif. 
3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa. 
4) Koodinasi antar penegak hukum dan aparatur pemerintah yang 
serasi. 
5) Partisipasi masyarakat dalam penangulangan kejahatan. 
6) Pengawasan dan kesiagaan terhadpa kemungkinan timbulnya 
kejahatan. 
7) Pembinaan organisasi kemasyarakatan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar 
dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, 
menganalisa, dan memahami keadaan lingkungan di tempat 
dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan 
tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi : 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu di Makassar, yakni 
di Lembaga Pemasyarakatan KLAS 1 Makassar karena pernah terjadi 
kasus pelarian narapidana, yaitu pada tanggal 20 September 2014.41 Dari 
kasus pelarian tersebut, penulis ingin melihat sejauh mana prosedur 
pelaksanaan pengamanan yang dilakukan di Lapas tersebut sehinggah 
memberikan “celah” kepada narapidana tersebut melarikan diri.  
 
B.  Jenis Dan Sumber Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh penulis dari dua 
jenis data yaitu: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 
wawancara dengan pihak terkait sehubungan dengan penelitian ini. 
                                                          
41 http://www.tempo.co/read/news/2014/10/26/058617109/Petugas-LP-Makassar-Kejar-Napi-
Korup-yang-Kabur di akses pada tanggal 25 Februari 2015 
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2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui atau dengan 
cara melihat dan membaca buku, bahan-bahan laporan dan 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum pidana dan 
Lembaga Pemasyarakatan. 
 
C.  Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengadakan penelitian dalam rangka memperoleh data, 
maka diperlukan suatu metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan 
penelitian sehingga penulis memiliki metode yang jelas mengenai 
mekanisme  perolehan data atau jawaban yang diperlukan. Dengan 
demikian, untuk memperolah data yang sesuai dengan tujuan penelitian, 
maka Penulis menggunakan metode kepustakaan (library research) dan 
metode penelitian lapangan (field research) yang dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan dan 
mempelajari literatur-literatur  yang relevan dengan penelitian 
sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka. 
2. Penelitian lapangan (field research), merupakan penelitian yang 
mengharuskan penulis untuk turun langsung ke lapangan atau 
objek penelitian guna memperolah data-data yang berkaitan 
dengan proses pembinaan narapidana. 
Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga metode 
yaitu: metode interview , observasi, dan dokumenter. Dengan 
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menggunakan tiga metode tersebut, diharapkan penulis dapat 
memperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk 
memberikan penjelasan terhadap keempat metode pengumpulan 
data tersebut, berikut ini akan dibahas secara singkat sebagai 
berikut : 
a. Metode wawancara/Interview 
Metode interview merupakan metode pengumpulan data 
dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan 
sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun 
interview ini dimaksudkan  untuk  pengumpulan data berbentuk 
wawancara berupa tanya jawab secara lisan (interview) antara 
peneliti dengan beberapa narasumber (informan) yang dikerjakan 
secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian. Interview ini 
ditujukan pada para pejabat yang berwenang dalam hal yang 
berkaitan dengan judul penelitian. 
b. Metode Observasi 
Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan 
secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan terhadap gejala 
objek yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis 
akanmelaksanakan observasi dengan maksud agar dapat 
mendekati dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya 
kepada objek atau sasaran. 
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c. Metode Dokumenter 
Metode dokumenter adalah suatu metode penelitian yang 
menggunakan dokumen sebagai sumber datanya, dalam metode 
ini sumber informasinya berupa dokumen bahan-bahan tertulis atau 
tercatat.Dengan demikian, peneliti langsung mengambil data yang 
sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.Sedangkan pengertian 
dokumen itu sendiri adalah laporan tertulis dari suatu peristiwa 
yang isinya terdiri atas penjelasan dan pemikiran suatu peristiwa 
danatau ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan 
keterangan mengenai suatu peristiwa. Penulis menggunakan 
metode dokumenter karena: 
1. Keterbatasan kemampuan dalam meneliti maka dokumen 
mempunyai peranan yang sangat besar. 
2. Dapat melengkapi data yang diperoleh melalui data lainnya. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Setelah penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti 
tersebut diatas, maka untuk menyelesaikan sebuah karya tulis (skripsi) 
yang terpadu dan sistematis, maka digunakan suatu sistem analisis data 
yaitu analisis kualitatif dan deskriptif, yaitu dengan cara menyelaraskan 
dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai proses pembinaan 
narapidana. Hasil wawancara, kuisioner dan studi kepustakaan tersebut 
kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data 
yang bersifat deskriptif. 
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BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada mulanya 
berlokasi di Jalan Ahmad Yani Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan 
pada Tahun 1975, akibat dari perluasan kota, akhirnya dipindahkan ke 
lokasi yang baru yakni di Jalan Sultan Alauddin No. 191 Makassar. Lapas 
ini berdiri di atas tanah seluas 94.069 M2, dengan luas bangunan 
sebanyak 15.500 M2, dengan daya tampung atau kapasitas 740 orang. 
Bangunannya sudah mengalami beberapa renovasi, yang terakhir 2007 
yakni penambahan gedung Kantor bagian depan.  
Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar tidak hanya 
di isi oleh para Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan, tetapi 
karena keadaan tertentu Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar juga 
di isi oleh orang yang berstatus tahanan, maksudnya orang tersebut 
masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau 
tidak oleh hakim. Dalam rangka menjaga keamanan dan meningkatkan 
keamanan, bangunan lapas ini dibatasi oleh dinding setinggi 7 meter dan 
diatas dinding tersebut terdapat kawat berduri, pada setiap sudut atas dan 
tengah terdapat pos-pos pengawasan yang disebut pos atas yang 
berjumlah 6 pos. 
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Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar menyediakan 9 blok 
hunian dan setiap blok  terbagi 2 bagian yaitu blok 1 dan blok 2 dan setiap 
bagian blok terdiri dari beberapa kamar sebagai tempat tinggal bagi 
narapidana. Dan juga beberapa sarana yang merupakan faktor penunjang 
dalam proses pembinaan terhadap wargabinaan (narapidana), di 
antaranya seperti perkantoran, klinik, dapur, ruang sarana kerja, 
bangunan ibadah, sarana olahraga (aula untuk badminton, lapangan tenis, 
lapangan volli, lapangan sepak bola, lapangan takrow, ruangan tenis 
meja).  
Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar 
yaitu:  
VISI:  
Terwujudnya Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Mandiri 
MISI: 
1. Melaksanakan Pembinaan Narapidana/Anak Didik Pemasyarakatan 
secara berkesenambungan 
2. Memberikan Pelayanan Prima Yang Berbasis Teknologi 
3. Melaksanakan Pengamanan Yang Tangguh dan Menciptakan 
Suasana Aman dan Tertib. 
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Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar merupakan unit 
pelaksana teknis pemasyarakatan yang membina warga binaan 
(narapidana), kedudukannya berada 
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sulawesi 
Selatan, bertempat di Makassar. Susunan oraganisasi Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar berdasarkan Keputusan Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia No. 01-PR-07.03 tahun 1985 
tanggal 20 September 1985, adalah sebagai berikut : 
1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas), bertugas memimpin 
secara keseluruhan terhadap bagian atau seksi yang ada dalam 
lingkup organisasi Lapas dan bertanggung jawab terhadap kegiatan 
yang dilakukan dalam Lapas. 
2. Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), bertugas melaksanakan 
urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas. Bagian Tata Usaha 
terdiri atas : 
a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian bertugas melakukan 
urusan kepegawaian 
b. Kepala Sub Bagian Keuangan, bertugas melakukan urusan 
keuangan dan; 
c. Kepala Sub Bagian Umum, bertugas melakukan urusan 
surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. 
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3. Kepala Bidang Pembinaan Narapidana (Kabid. Pembinaan 
Narapidana) bertugas melakukan pembinaan narapidana, terdiri 
atas : 
a. Kepala Seksi Registrasi, bertugas melakukan pencatatan 
dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari 
narapidana; 
b. Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, bertugas 
memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta 
memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, 
asimilasi, cuti dan pelepasan bersyarat narapidana. Dalam 
melaksanakan tugas pembinaan seksi bimbingan 
pemasyarakatan dibagi menjadi : seksi bimbingan agama 
Islam, seksi bimbingan agama Kristen, seksi bimbingan 
kemasyarakatan sosial, seksi bimbingan pengetahuan 
umum, dan seksi bimbingan olah raga dan kesenian. 
c. Kepala Seksi Perawatan Narapidana, bertugas mengurus 
kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana. 
4. Kepala Bidang Kegiatan Kerja (Kabid Kegiatan Kerja), bertugas 
memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja, dan 
mengelola hasil kerja narapidana, terdiri dari : 
a. Kepala Seksi Bimbingan Kerja, bertugas memberikan 
petunjuk dan bimbingan kerja bagi narapidana; 
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b. Kepala Seksi Sarana Kerja, bertugas mempersiapkan 
fasilitas sarana kerja, dan ; 
c. Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Kerja, bertugas mengelola 
hasil kerja. 
5. Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (Kabid 
Administrasi Keamanan dan Tata Tertib), bertugas mengatur jadwal 
tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas 
pengamanan, penerimaan laporan harian dan berita acara dari 
satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan 
berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Bidang 
administrasi keamanan dan tata tertib terdiri atas : 
a. Kepala Seksi Keamanan, bertugas mengatur jadwal tugas, 
penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas 
pengamanan dan ; 
b. Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, bertugas menerima 
laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan 
yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di 
bidang keamanan.. 
6. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka KPLP), bertugas 
menjaga keamanan dan ketertiban Lapas terdiri atas 4 regu satuan 
pengamanan. 
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BAGAN 1 
STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS I MAKASSAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sumber : Bag. Kepegawaian LAPAS Kelas I Makassar 30 Juli 2015) 
 
Dalam menjalankan program pembinaan yang dilakukan di LP 
Makassar tidak bisa dilepaskan dari peranan petugas Lapas itu sendiri. 
Bertugas membina narapidana bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu 
petugas yang berhubungan dengan pembinaan narapidana harus mampu 
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
 KELAS I MAKASSAR 
 
Drs. THOLIB, SH.MH 
NIP. 19630811 198811 1 001 
KEPALA KPLP 
SULISTIYADI,Amd.IP,SH 
NIP. 19690401 199003 1 001 
KASUB.BAGIAN TATA USAHA 
NOVERY B SANTOSO, BC.IP,S,Sos 
NIP. 19641117 199001 1 001 
KASUB.SUB. BAGIAN 
KEPEGAWAIAN 
Drs. HAMZAH LAPTUR.MH 
NIP. 19631113 199303 1 001 
KASUB.SUB. BAGIAN  
KEUANGAN 
TAHANG. S,Sos 
NIP. 19591231 198703 1 002 
KEPALA BIDANG ADM. KEAMANAN 
DAN TATA TERTIB 
LULUK KUNCORO,SH.MH 
NIP. 19621214 198702 1 001 
KEPALA SEKSI 
REGISTRASI 
HENDRIK,Amd.IP,SH.MH 
NIP. 19760516 199303 1 001 
KEPALA SEKSI 
PERAWATAN 
MUH. WITTIRI S.Sos 
NIP. 19581231 197903 1 001 
 
 
KEPALA SEKSI BIMBINGAN 
PEMASYARAKATAN 
BAKHTIAR, SH 
NIP. 1959031  197903 1 001 
 
KEPALA BIDANG 
PEMBINAAN NAPI 
AH. ZUNAIDI, BC.IP,S.Sos.MM 
NIP. 19651010 199103 1 001 
KEPALA BIDANG 
KEGIATAN KERJA 
Drs. AMIR HALIK,MM 
NIP. 19581120 198103 1 002 
KEPALA SEKSI 
BIMBINGAN KERJA 
 
MUHAMMAD AMIR,SH 
NIP. 19651218 199901 1 001 
KEPALA SEKSI 
PENGELOLAAN HASIL KERJA 
ANDI NUR ALI, SH.MH 
NIP. 19630509 199103 1 003 
KEPALA SEKSI 
KEAMANAN 
ARMAN, SH 
NIP. 19790618 200002 1 001 
 
KEPALA SEKSI PELAPORAN 
DAN TATA TERTIB 
MAS’UD AMIN,SH 
NIP. 19610310 198402 1 001 
 
KEPALA SEKSI 
SARANA KERJA 
 
SAIDUL BAHRI, SH,MH 
NIP. 19710303 199203 1 001 
KASUB.SUB. BAGIAN 
UMUM 
Drs. YAHYA. MH 
NIP. 19601231 198303 1 009 
 
PETUGAS PENGAMANAN 
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mengarahkan segala bentuk aktivitas narapidana sesuai dengan tujuan 
yang diharapkan. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, petugas atau pegawai 
pemasyarakatan harus mumpuni dalam pekerjaannya dan didasari 
dengan bekal pengetahuan yang dibutuhkan dalam tugas pembinaan dan 
pengamanan narapidana. Adapun gambaran tentang bagaimana keadaan 
pegawai Lapas Makassar  dapat dilihat dalam tabel berikut : 
TABEL 1 
Data dan Jumlah Pegawai Lapas Makassar Berdasarkan 
Golongan/Pangkat dan Tingkat Pendidikan 
No. Pangkat Gol Pendidikan Jumlah 
SD SMP SMA Sarjana 
Muda 
S1 S2 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
Pembina Utama Muda 
Pembina Tk.1 
Pembina 
Penata Tk.1 
Penata 
Penata Muda Tk.1 
Penata Muda 
Pengatur Tk.1 
Pengatur   
Pengatur Muda Tk.1 
Pengatur Muda 
IV/c 
IV/b 
IV/a 
III/d 
III/c 
III/b 
III/a 
II/d 
II/c 
II/b 
II/a 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
17 
4 
4 
2 
22 
6 
- 
- 
- 
3 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
8 
12 
10 
14 
- 
- 
- 
- 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
1 
8 
12 
15 
28 
18 
4 
2 
22 
6 
Jumlah - - 55 5 45 12 117 
(Sumber: Bag. Kepegawaian Lapas Kelas I Makassar, 30 Juli 2015) 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai Lapas 
Kelas I Makassar sebanyak 117 orang. Dengan jumlah tersebut 
diharapkan pembinaan yang diberikan serta pengamanan terhadap 
narapidana dapat berjalan dengan maksimal. Pegawai yang bertugas 
sebagai pembina narapidana dan staf Lembaga Pemasyarakatan 
sebanyak 77 orang, selebihnya bertugas sebagai pengamanan Lapas.  
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Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar  tidak hanya 
diisi oleh orang yang berstatus narapidana , tetapi juga oleh tahanan.. 
Kepala Seksi Registrasi Lapas Kelas I Makassar Hendrik 
Amd.Ip,S.Sos.M.H saat ditemui di kantornya pada bulan Agustus 2015 
menyatakan bahwa total jumlah tahanan dan narapidana (napi) yang 
menghuni Lapas tersebut adalah sebanyak 778 orang dari kapasitas 
maksimumnya yaitu hanya mampu menampung 740 orang. 659 orang di 
antaranya adalah narapidana , 3 orang terpidana mati, dan sisanya 
sebanyak 116 orang adalah tahanan titipan.42 Adapun rinciannya dapat 
dilihat dalam tabel berikut: 
TABEL 2 
Data dan Jumlah Narapidana dan Tahanan Lapas Kelas I Makassar 
STATUS DEWASA ANAK JUMLAH 
A. TAHANAN    
1. A I - 1 1 
2. A II 10 10 20 
3. A  III 23 41 64 
4. A IV 23 4 27 
5. A V 4 - 4 
    
JUMLAH 60 56 116 
B. NARAPIDANA    
1. Seumur Hidup 12 - 12 
2. B I 564 20 584 
3. B II A 1 29 30 
4. B II B 16 1 17 
5. B III S 15 1 16 
JUMLAH 608 51 659 
C. TITIPAN - - - 
PIDANA MATI 3 - 3 
JUMLAH 671 107 778 
(Sumber: Bag. Registrasi Lapas Kelas I Makassar per bulan Agustus 
2015) 
 
 
                                                          
42 Wawwancara dengan  Kepala Seksi Registrasi Lapas Kelas I Makassar Hendrik Amd.Ip,S.Sos.M.H 
pada tanggal 3 Agustus 2015 
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Keterangan : 
 A.I : tahanan Kepolisian 
 A.II : tahanan Kejaksaan 
 A III : tahanan Pengadilan Negeri 
 A.IV : tahanan Pengadilan Tinggi 
 A.V : tahanan Mahkamah Agung 
 B.I : pidana 1 tahun keatas 
 B.IIa : pidana 3 bulan sampai 1 tahun 
 B.IIb : pidana 3 bulan kebawah 
 B.IIIk : pidana kurungan 
 B.IIIs : pidana bersyarat 
 
Berdasarkan data tabel diatas bahwa dapat disimpulkan terjadi 
kelebihan daya tampung (over capacity) penghuni di lembaga 
pemasyarakatan Kelas I Makassar yakni 778 orang per Agustus 2015 dari 
jumlah kapasitas daya tampung hanya 740 orang. 
 
B. Pola Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar 
Pelaksanaan pembinaan oleh Warga Binaan yang berada dalam 
Lapas I Makassar dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan 
terhadap para narapidana diatur di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah 
No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan yakni merumuskan tentang pembinaan narapidana 
dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan: tahap awal; tahap 
lanjutan; dan diakhiri dengan tahap akhir. 
a. Tahap Awal 
Pada tahap ini setiap narapidana yang masuk ke Lapas dilakukan 
penelitian untuk mengetahui segala hal sesuatu mengenai dirinya, 
termasuk sebab- sebab ia melakukan pelanggaran, dan segala 
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keterangan tentang dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas 
majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, 
serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya dimana 
kegiatan ini berguna untuk menentukan perencanaan pelaksanaan 
program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan pada tahap 
ini masih dilakukan dalam Lapas dan pengawasannya dilaksanakan 
secara maksimum. 
b. Tahap Kedua 
Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan 
telah berlangsung selama- lamanya 1/3 dari masa pidana yang 
sebenarnya, dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan sudah dicapai 
cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin 
dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lapas, maka kepada 
narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan 
ditempatkan pada Lapas melalui pengawasan medium security. 
c. Tahap Ketiga 
Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani ½ dari 
masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat 
pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan baik secara fisik ataupun 
mental, dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses 
pembinaannya diperluas dengan asimilasi yang pelaksanaannya terdiri 
dari dua bagian yaitu waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal 
sampai dengan 12 (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini 
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pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lapas dan pengawasannya 
sudah memasuki tahap medium security. Tahap kedua dimulai sejak 
berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya. 
Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan 
selanjutnya dapat diberikan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang 
bebas dengan pengawasan minimum security. 
d. Tahap 4 
Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 dari masa pidana yang 
sebenarnya atau sekurang- kurangnya 9 bulan. Pembinaan ini disebut 
pembinaan tahap akhir, yaitu kegiatan berupa perencanaan dan 
pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap 
lanjutan sampai dengan berakhirnya masa hukuman dari narapidana yang 
bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang 
memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan 
bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lapas oleh Bapas yang 
kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. 
Salah satu program pembinaan yang dilakukan oleh Lapas yaitu 
pembinaan keterampilan dimana program pembinaan yang diberikan 
kepada narapidana dan tahanan sudah ditetapkan dan narapidana dan 
tahanan harus ikut serta dalam program tersebut. Dengan demikian 
selama menjalani masa pidananya narapidana dan tahanan dapat 
melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat sekaligus mengatasi rasa 
bosan selama berada di Lapas. 
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C. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Narapidana 
Melarikan Diri 
Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah bagi warga binaan 
untuk menjalani masa pidananya serta memberikan pembinaan dan 
keterampilan agar warga binaan dapat diterima kembali masyarakat. Hal 
ini merupakan tujuan dari Lembaga Pemasyrakatan. 
Meskipun demikian, didalam pelaksanaanya masih terjadi berbagai 
permasalahan. Salah satunya, yakni kasus pelarian narapidana dari 
Lapas. Kasus pelarian tahanan dan narapidana merupakan permasalahan 
dalam proses pemasyarakatan. Untuk itu penulis ingin mengetahui upaya 
apa saja yang dilakukan Lapas Kelas I Makassar dalam mencegah 
narapidana melarikan diri.  
Berbagai upaya yang dilakukan pihak Lapas dalam mencegah 
narapidana melarikan diri, yang secara umum terbagi dua yaitu : 
1. Upaya Preventif 
Maksud dari upaya ini adalah pencegahan agar tidak terjadi perbuatan 
melarikan diri dengan memberikan pembinaan kepada narapidana baik 
berupa pendidikan maupun berupa bimibingan kerja dan keterampilan. 
Menurut Kepala KPLP LapasKelas I Makassar Sulistiyadi,Amd.IP,SH 
upaya preventif yang dilakukan pihak Lapas antara lain : 
a) Membatasi ruang gerak narapidana. 
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Yang dimaksud disini adalah membuat batasan-batasan area 
tertentu  yang boleh dimasuki oleh narapidana maupun dari segi personel 
keamanan. Pembagiannya adalah : 
a. Area Steril 1 narapidana yang sudah memperoleh kepercayaan 
saja dan sudah berada dalam tahap asimilasi. Narapidana ini 
diberdayakan untuk bekerja sebagai cleaning service, office boy 
dan lainlain di lingkungan Lapas. 
b. Area Steril 2 yaitu area dimana terdapat fasilitas untuk narapidana 
dan tahanan seperti tempat ibadah, klinik, aula, sarana olahraga 
dan sebagainya. Area ini hanya diakses oleh narapidana yang 
berkepentingan saja dan pada waktu-waktu tertentu yaitu pagi 
hingga sore hari. 
c. Area Steril 3 adalah area paling dalam dimana warga binaan 
menghabiskan sebagian besar waktunya. Disini terdapat sel-sel 
yang terbagi dalam blok-blok hunian. Di area ini petugas 
pengamanan dilarang membawa senjata api. 
b) Reintegrasi Sosial 
Yang dimaksud dengan reintegrasi sosial disini adalah  
membangun hubungan yang harmonis antar sesama narapidana maupun 
antara narapidana dengan petugas. Upaya menanamkan ketenangan 
batin masing-masing narapidana dan tahanan dengan cara melakukan 
pendekatan kepada mereka secara pribadi dengan menyediakan dokter 
dan psikolog yang selalu siap sedia di ruang perawatan (klinik). Apabila 
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narapidana dan tahanan merasa kurang sehat atau merasa stres dan 
ingin konsultasi dengan psikolog, maka mereka dapat langsung datang ke 
klinik yang terletak di area Lapas, di blok II. Langkah ini dilakukan dengan 
tujuan mengetahui masalah psikologis yang sedang dihadapi oleh warga 
binaan. 
c) Pembinaan  
Pembinaan yang dimaksud disini yaitu pembinaan tambahan 
dimana narapidana diberikan kegiatan ekstra seperti diadakannya 
kegiatan kerohanian seperti pengajian seminggu sekali yaitu pada malam 
Jumat bagi narapidana yang beragama muslim dan adanya perlombaan 
burnuansa religius seperti lomba Adzan dan lomba baca Al-Qur’an dimana 
lomba ini diadakan hanya dalam bulan suci Ramadhan. Tidak hanya itu 
pihak Lapas juga mengadakan perlombaan dibidang olahraga yang 
diadakan setiap setahun sekali yaitu pada bulan Agustus. Kegiatan ini 
diadakan dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan harmonis 
terhadap narapidana yang berada di dalam Lapas dimana hal ini juga 
memberikan efek secara tidak langsung dalam upaya pihak Lapas 
mencegah narapidana melarikan diri.  
d) Meningkatkan Keamanan Lapas  
Ini merupakan faktor terpenting dari upaya pencegahan 
pelanggaran di dalam Lapas termasuk pelarian narapidana. Adapun 
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upaya kemanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar sebagai 
berikut : 
a. Penambahan kawat duri tembok Lapas, 
b. Sistem absensi dilakukan lebih sering, 
c. Penggeledahan blok-blok sel dilakukan sebanyak 3x atau lebih 
perbulan, 
d. Pengecekan atau penggantian senjata api petugas keamanan 
Lapas dilakukan tiap bulan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan 
dan Polda Sulawesi Selatan.43 
2. Upaya Reperesif 
Upaya represif dilakukan apabila telah terjadi suatu perbuatan yang 
melanggar tata tertib misalnya terjadi pelarian narapidana. Ketika hal ini 
terjadi maka secepatnya petugas melakukan pengejaran. Selain itu, 
berkoordinasi dengan pihak luar yang terkait yaitu Pengadilan, Kejaksaan 
dan Polisi serta kantor wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
untuk penanganan lebih lanjut.  
Tindakan represif lainnya adalah dengan menerapkan sanksi 
kepada narapidana yang telah melarikan diri dan telah tertangkap kembali 
yaitu dengan menempatkan di sel pengasingan serta mengurangi hak-hak 
tertentu seperti hak mendapatkan remisi, besukan, dan lain-lain. 
Penempatan di dalam sel tikus diberikan dengan jangka waktu tertentu (6 
                                                          
43 Wawwancara dengan  Kepala KPLP Lapas Kelas I Makassar Sulistiyadi,Amd.IP,SH pada 
tanggal 3 Agustus 2015 
56 
hari dan paling lama 2x 6hari ) yang ditentukan berdasarkan hasil rapat 
dari tim pembuat sanksi yang ada di Lapas.  
Upaya lain yang dilakukan Lapas untuk mencegah narapidana dan 
tahanan melarikan diri yaitu berupaya memenuhi semua hak-hak 
narapidana selama menjalani masa pidana di Lapas sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 14 UU tentang Pemasyarakatan misalnya dalam 
menjalankan ibadah, mendapatkan perawatan kesehatan, menerima 
kunjungan keluarga, mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan 
sebagainya, sehingga narapidana dan tahanan merasa diperlakukan 
dengan baik dan sesuai dengan konsep pemasyarakatan yaitu 
menghargai hak-hak narapidana sebagai orang yang dicabut 
kemerdekaannya. Adapun data narapidana yang melarikan diri dari Lapas 
Kelas I Makassar adalah sebagai berikut : 
Tabel 3 
Data narapidana dan tahanan yang melarikan diri dari Lapas Kelas I 
Makassar 
Tahun Jumlah  
2011 - 
2012 1 orang 
2013 - 
2014 7 orang 
2015 - 
(Sumber: Bag. Administrasi Keamanan dan Tata Tertib) 
 
Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa selama kurung waktu 5 
(lima) tahun terakhir, pernah terjadi 2 (dua ) kasus melarikan diri yang 
dilakukan oleh narapidana, masing-masing 1 orang pada tahun 2012 dan 
7 orang tahun 2014. Kasus pada tahun 2012 merupakan kasus percobaan 
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pelarian dan narapidana bersangkutan yaitu Amin terpidana kasus 
pelecehan seksual sudah diberi sanksi. Sedangkan pada tahun 2014 
terjadi 7 kali kasus pelarian narapidana masing-masing Geri dan Usman  
terpidana kasus pelecehan seksual, 4 orang anak-anak terpidana kasus 
pencurian, dan Taufan terpidana kasus korupsi.  Dari ke 7 (tujuh) orang 
tersebut baru 3 orang tertangkap kembali masing-masing 2 terpidana 
anak dan Taufan, 1 dari 4 anak tersebut telah meninggal dunia. 
Narapidana yang melarikan diri dan akhirnya tertangkap kembali 
dibuatkan BAP kemudian diberi sanksi sesuai aturan Undang-undang 
No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan , sedangkan petugas 
keamanan yang bertugas waktu itu mendapat hukuman disiplin dari 
Kalapas.  
Menurut Supardi, Petugas Kamtib Seksi Keamanan Lapas Kelas I 
Makassar  modus operandi yang dilakukan oleh narapidana yang 
melarikan diri waktu itu adalah dengan memanfaatkan situasi dan 
kelengahan petugas keamanan yang sedang berjaga saat itu, kemudian 
memanjat tembok pembatas dan memotong kawat berduri yang ada 
diatas tembok sehingga dapat meloncat keluar.44 
Beberapa upaya pencegahan yang dilakukan Lapas untuk 
mencegah terjadinya kasus pelarian oleh narapidana dan tahanan terbukti 
efektif karena sepanjang tahun 2015 ini  Lapas Kelas I Makassar  tidak 
pernah lagi terjadi kasus melarikan diri. 
                                                          
44 Wawwancara dengan  Petugas Kamtib Seksi Keamanan Lapas Kelas I Makassar, Supardi  
pada tanggal 3 Agustus 2015 
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D. Kendala-Kendala yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Dalam 
Upaya Pencegahan Narapidana Melarikan Diri 
Lembaga Pemasyarakatan seyogyanya bukan ditujukan sebagai 
tempat untuk sekedar menampung tahanan atau narapidana. Lebih jauh, 
tempat penahanan dan pemasyarakatan bukanlah tempat untuk 
menjatuhkan hukuman semata, namun menjadi pusat pembinaan dan 
pemasyarakatan itu sendiri.  
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Lapas dalam membina 
narapidana dan menjaga kemanan di dalam lapas itu sendiri, seperti 
pencegahan pelarian narapidana. Namun hal ini tetap menemui berbagai 
kendala yang menjadi factor penghambat upaya tersebut. 
Adapun kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dalam 
upaya pencegahan narapidana melarikan diri : 
1. Kelebihan daya tampung atau over capacity menjadi salah satu 
kendala utama yang dihadapi oleh Lapas, tidak hanya di Makassar 
tetapi hampir disemua Lapas di Indonesia. Over capacity terjadi 
karena laju pertumbuhan penghuni Lapas tidak sebanding dengan 
sarana hunian Lapas. Hal ini menyebabkan rasa yang kurang 
nyaman karena narapidana harus berdesakan di dalam sel 
termasuk ketika tidur. Program pembinaan juga menjadi tidak 
optimal karena jumlah narapidana dan tahanan yang dibina 
melebihi jumlah petugas yang melakukan pembinaan.  Tentunya 
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hal ini secara tidak langsung akan menjadikan narapidana 
berusaha untuk melarikan diri. 
2. Kurangnya jumlah personil diakibatkan perbandingan dari 
narapidana dan personil yang berbandingan jauh, seperti sudah 
jabarkan diatas bahwa Lapas Kelas I Makassar hanya mempunyai 
petugas keamanan sebanyak 30 orang, hal ini merupakan suatu 
masalah karena dengan jumlah yang sangat sedikit para petugas 
harus mengawasi narapidana dan tahanan yang berjumlah 778 
orang atau hampir mencapai 800 orang. hal inilah yang 
mengakibatkan banyaknya penghuni yang kabur atau melarikan 
diri.  
3. Letak Lapas yang berada di pusat kota memudahkan akses 
narapidana untuk kabur karena bisa dengan mudah berbaur 
dengan masyarakat. 
4. Kondisi bangunan yang sudah tua, meskipun sudah beberapa kali 
renovasi, namun renovasi itu hanya bersifat perawatan dan 
penambahan ruangan, sementara tembok luar Lapas tetap 
sebagaimana sejak awal dibangun. Keadaan ini sudah pasti akan 
memudahkan narapidana untuk melarikan diri. 
5. Tingkat kesejahteraan dari pegawai Lapas dirasakan kurang 
memadai dengan gaji yang relatif sedikit,  padahal yang dilakukan 
oleh para petugas merupakan suatu bentuk pengabdian kepada 
negara, khususnya dalam hal membimbing, membina dan merawat 
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narapidana atau anak didik pemasyarakatan. Yang dikhawatirkan 
dari kurangnya tingkat kesejahteraan pegawai yaitu dapat 
menyebabkan kurangnya disiplin sehingga tingkat keamanan 
menjadi tidak berjalan dengan baik dan terlebih lagi juga memicu 
petugas Lapas melakukan penyimpangan dalam penjara. salah 
satunya pungli.  
6. Tidak adanya peraturan yang memberikan sanksi pidana terhadap 
narapidana yang melarikan diri. Hal ini dikarenakan pada Pasal 47 
ayat (1) UU tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa KALAPAS 
berwenang menjatuhkan hukuman disipliner terhadap Warga 
Binaan Pemasyarakatan yang melanggar tata tertib. Meskipun 
pasal dalam asal 47 ayat (2) disebutkan juga jenis hukuman dan 
batasan lama hukuman, namun hukuman tersebut hanyalah 
berwujud pengasingan serta pengurangan hak-hak tertentu tanpa 
ada ketentuan pidana. Perlunya sanksi pidana bagi narapidana 
atau tahanan yang melarikan diri dirasakan penting. Pengasingan 
dan pengurangan hak-hak tertentu seperti ditiadakannya 
pengurangan waktu pidana (remisi), dihapuskannya hak untuk cuti 
mengunjungi keluarga, dan asimilasi dirasakan belum cukup untuk 
mencegah narapidana melarikan diri. Perlu adanya ketentuan 
pidana yang khusus mengatur tentang perbuatan melarikan diri dari 
Lapas. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
a. Upaya yang dilakukan Lapas Kelas I Makassar dala mencegah 
narapidana melarikan diri dibagi menjadi dua, yaitu upaya 
preventif adalah pencegahan agar tidak terjadi perbuatan 
melarikan diri seperti membuat batasan-batasan area tertentu  
yang boleh dimasuki oleh narapidana, reintegrasi sosial yaitu 
dengan membangun hubungan yang harmonis antar sesama 
narapidana maupun antara narapidana dengan petugas, 
pembinaan kemandirian atau kegiatan kerja agar Warga Binaan 
Pemasyarakatan dan yang paling penting meningkatkan 
kemanan selanjutnya yaitu upaya represif merupakan tindakan 
yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau lebih tepatnya 
melarikan diri, seperti menerapkan sanksi kepada narapidana 
atau tahanan yang melarikan diri sesuai aturan Pasal 47 UU No. 
2 Tahun 1995. 
b. Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan 
dalam upaya pencegahan narapidana melarikan diri antara lain 
:Kelebihan daya tampung atau over capacity, kurangnya jumlah 
personil diakibatkan perbandingan dari narapidana dan personil 
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yang berbandingan jauh,  letak Lapas yang berada di pusat kota 
memudahkan akses narapidana untuk melarikan diri, tingkat 
kesejahteraan dari pegawai Lapas dirasakan kurang memadai 
dengan gaji yang relatif sedikit,  dan tidak adanya peraturan 
yang memberikan sanksi penambahan hukuman terhadap 
narapidana yang melarikan diri.  
B. Saran  
Adapun saran penulis dari hasil penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Perlunya menambah personil yang ada agar meringankan dan 
membantu tugas pegawai Lapas dalam memberikan pembinaan 
bagi narapidana dan tahanan serta menjaga keamanan dan 
ketertiban Lapas.  
2. Perbaikan bangunan Lapas agar dapat menambah jumlah daya 
tampung serta lebih meningkatkan pengamanan dari Lapas dan 
pelaksanaan pembinaan serta. Lokasi lapas dipindahkan ke tempat 
yang jauh dari kota, karena memudahkan narapidana berbaur 
dengan masyarakat dan menjadi akses untuk melarikan diri. 
3. Meningkatkan kesejahteraan para pegawai Lapas sehingga dapat 
melakukan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.  
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